
BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomora.
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh entitas
Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

.bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana di maksud huruf a perlu disusun pedoman dalam
melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
bagi seluruh Perangkat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KepulauanMeranti.

.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
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Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan4.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 20145.
Tentang Sistem Akuntabbilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi6.
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang7.
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan8.
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP
adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang
telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun
secara periodik.
Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja secara_eletronik yang selanjutnya
disingkat e-SAKIP merupakan aplikasi komputer secara daring yang digunakan
sebagai media pengelolaan data kinerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
akuntabiltas kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah unit instansi Pemerintah
Daerah selaku pengguna / kuasa pengguna anggaran yang melakukan
pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.
Perencanaan Kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis, yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah melalui berbagai kegiatan
tahunan.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuan titas dan
kualitas terukur.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 10. Sasaran (target) adalah
hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari
suatu kegiatan.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapaunit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya_tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
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(1)

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
Perangkat Daerah.
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja
program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu
program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Indikator Kinerja Sasaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran yang
telah ditentukan.
Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu
kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai
tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1

(satu) tahun.
Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari
Bupati kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Cascading Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis,
berlaku untuk seluruh level pegawai level tertinggi ke level pegawai yang lebih
rendah yaitu Pimpinan Perangkat Daerah sampai dengan Staf/Pelaksana.
Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu
tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).
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Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Ini sebagai Pedoman PenyelenggaraanSAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan akuntabilitas
kinerja guna mendukung pencapaian kinerja organisasi.



(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan akuntabilitas

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

kinerja Pemeritah Daerah dan Mewujudkan penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintah yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat)
komponen, yaitu:
a. Perencanaan Kinerja;
b. Pengukuran Kinerja;
c. Pelaporan Kinerja; dan
d. Evaluasi Kinerja.

Pedoman Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB II
PRINSIP PENYELENGGARAAN SAKIP

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan
penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian
serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
SAKIP dengan beberapa tahapan, meliputi:
a. Rencana strategis;
b. Perjanjian kinerja;
c. Pengukuran kinerja;
d. Pengelolaan data kinerja;
e. Pelaporan kinerja; dan
f. Reviu dan evaluasi kinerja.

Tahapan pelaksanaan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan
secara rutin setiap 3 bulan sekali (triwulan).

BAB III
MEKANISME PELAPORAN SAKIP

Pasal 5

Pelaporan SAKIP dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
pelaporan SAKIP internal secara mandiri.



(3) Pelaporan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Entitas
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada pasal 5 ayat 3 dilakukan dengan menjelaskan hasil pelaksanaan AKIP yang
telah dijalankan dengan mengacu pada realisasi dan capaian kinerja.

(2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan AKIP
kepada Kepala Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melaporkan
kemajuan pelaksanaan AKIP kepada Bupati.

BAB IV
SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan SAKIP di Daerah dilaksanakan secara elektronik.

(2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan data kinerja ke dalam aplikasi e-
SAKIP secara berkala.

(3) Data kinerja yang disampaikan dalam aplikasi e-SAKIP terdiri atas dokumen
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

(4) Informasi yang terkandung dalam e-SAKIP dipublikasikan kepada masyarakat
melalui situs resmi Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 8

(1) Dalam rangka memotivasi kinerja Perangkat Daerah, Bupati memberikan
penghargaan dan sanksi.

(2) Pemberian penilaian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PerangkatDaerah yang mencapai nilai SAKIP tertinggi.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perangkat Daerah
yang mencapai nilai SAKIP terendah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 3' / Mesember 9054

It. MERANTIA,

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 3: fecember 9004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR 34


